
BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pertimbangan putusan hakim dalam

sengketa sentana nyeburin sebagai sentana, maka dapat disebutkan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan putusan hakim dalam sengketa sentana nyeburin sebagai

sentana menurut hukum adat Bali terdiri dari:

a. Pertimbangan Menurut Hukum Adat Bali Selatan

Dalam putusannya, hakim menyebutkan bahwa menurut hukum

adat di Bali Selatan, seorang sentana nyeburin adalah berstatus hukum

sebagai wanita (isteri), sehingga ketika meninggalnya Ni Gusti Nyoman

Suwetja (anak penggugat), tergugat berstatus sebagai “janda” (bukan

duda), yang memiliki dharma berupa:

(1) tidak berzinah dengan laki-laki;

(2) tidak membuat kejahatan di rumah mertua atau suaminya;

(3) bekerja secara rajin membantu keluarga si suami;

(4) hidup rukun dengan keluarga/mertuanya.
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Jika seorang “janda” tidak melakukan dharmanya, maka ia dapat

dipecat atau diberhentikan sebagai sentana nyeburin oleh

mertua/keluarganya. Apabila dikaitkan dengan alasan penggugat

mengajukan gugatan, maka pertimbangan tentang bekerja secara rajin dan

hidup rukun dengan keluarga mertua menjadi alasan yang kuat mengapa

hakim mengabulkan permohonan penggugat.

b. Pertimbangan Berdasarkan Keterangan Saksi di Persidangan

Berdasarkan keterangan para saksi, hakim mengambil kesimpulan

yang meyakinkan bahwa tergugat dapat dipecat oleh penggugat karena

tergugat telah melakukan adharma seorang sentana nyeburin yaitu:

(1) tergugat mendurhaka kepada penggugat yang adalah mertuanya sendiri

dengan sering memaki dan tidak mau berbicara (akur) dengan

mertuanya.

(2) tergugat terbukti tidak mau bekerja membantu rumah tangga dan

terbukti bahwa walaupun perumahan penggugat telah rusak toh juga

tidak mau diperbaiki/dipelihara oleh tergugat.

(3) tergugat mengaku pernah mencuri pakaian di Pemerajan (tempat

sembahyang) yang seharusnya dipelihara baik-baik karena tergugat

beragama Hindu Dharma.

(4) semenjak isteri (secara yuridis-suami) tergugat meninggal, antara

penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun, bahkan semakin

hari semakin bertambah kacau.
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c. Pertimbangan Berdasarkan Bukti di Persidangan

Dalam putusannya hakim menyebutkan bahwa oleh karena

tergugat membantah gugatan penggugat secara total, maka penggugat

menguatkan dalil gugatannya dengan alat-alat bukti.

d. Pertimbangan Berdasarkan Hati Nurani

Frasa “kami dapat mengambil kesimpulan yang meyakinkan”

dalam pertimbangan hakim pada dasarnya menyiratkan bahwa hakim

menggunakan hati nuraninya untuk mengambil putusan dalam perkara

tersebut. Tentu saja pertimbangan hati nurani tersebut diperoleh setelah

melihat berbagai keterangan saksi di persidangan dan sekaligus

mendasarkan diri pada hukum adat kebiasaan masyarakat Bali Selatan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan

sengketa sentana nyeburin sebagai sentana menurut hukum adat Bali

Hambatan yang dihadapi hakim dalam penjatuhan putusan atas

sengketa sentana nyeburin dalam hukum adat Bali ialah belum adanya

dokumentasi tertulis tentang hukum adat yang lengkap yang digunakan

sebagai bahan pertimbangan bagi hakim.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka akan diberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim menurut hukum adat Bali perlu dijelaskan melalui

penjelasan tentang hukum adat berupa pasal-pasal mana dari hukum adat

yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus

perkara, agar pertimbangan hakim berdasarkan keterangan saksi, alat

bukti, dan hati nurani memiliki pendasaran yang ilmiah.

2. Perlu dibuat dan didokumentasikan secara tertulis berbagai hukum adat di

Bali khususnya yang berbicara mengenai sengketa sentana nyeburin

sebagai sentana.
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